
GUBERNUR IKALIMAN'TAN BARAT 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2019 

TENTANG NILAl DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor: B/784/M.SM.04.00/2019 ha! 
Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 28 Juni 
2019, telah memberikan persetujuan terhadap nilai dan 
kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, 
dan kinerja jabatan Aparatur Sipil Negara telah 
ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2019 
Tentang Nilai dan Kelas Jabatan Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; 

c. bahwa seiring ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan clan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2019 Ten tang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat, telah memberikan pengaruh terhadap 
Nilai dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat sehingga perlu dilakukan 
penyesuaian clan perubahan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka 
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 
2019 Tentang Nilai clan Kelas Jabatan Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; 
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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan clan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan 
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Evaluasi Jabatan; 

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 

11.Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan 
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1636); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 ten tang Road 
Map Refonnasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan 
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1643); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Pedoman Pelaksanaan 
Evaluasi Jabatan; 

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, 'Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9); 
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Menctapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2019 
TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2019 Tentang 
Nilai Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 76), diubah 
sebagai berikut : 

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 
4B, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB III 
PERUBAHAN NILAI DAN KELAS JABATAN 

Pasal 4 

(1) Nilai dan kelas jabatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan 
apabila: 
a. Adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan 

nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan; 
b. Adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; 

dan 
c. Hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, 

yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan. 
(2) Perubahan dan/atau penambahan nilai dan kelas jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada 
Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan 
menyertakan informasi faktor jabatan yang memuat : 
a. Namajabatan; 
b. Peran jabatan; 
c. Uraian tugas dan tanggungjawab; 
d. Hasil kerjajabatan; 
e. Tingkat faktor; dan 
f. Persyaratanjabatan tertentu. 

(4) Perubahan informasi faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4A 

S .. , N N·1 . d TT ' Terhadap Nomenklatur Jabatan Aparatur ipil Negara yang /ilai ian ielas 
Jabatannya belum terca:ntum dalam Lampiran Peraturan Gubemur Nomor 75 
Tahun 2019 ten tang Nilai dan Kelas Jabatan, maka diberikan atau mengikuti 
Nilai dan Kelas Jabatan yang serumpun sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
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Pasal 4B 

Dalam hal terdapat perubahan Nomenklatur Jabatan dan perubahan Nilai dan 
Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan lainnya pada 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengacu kepada 
Persetujuan dan/atau Penetapan Kementerian PAN dan RB sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat. 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal rt 2021 
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, I 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 

A.L. LEYSANDRI, SH 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 


